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ABSTRAK

Perkembangan kejahatan sejalan dengan pertumbuhan korporasi yang pesat
menimbulkan kejahatan korporasi; merupakan extra ordinary crime. Dampaknya tidak
hanya kerugian sesaat, namun sangat lama. Korporasi sebagai subyek hukum pidana,
berarti korporasi dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini bertujuan untuk
mendiskripsikan ~ pertanggungjawaban  pidana  korporasi di  Indonesia  dan
pertanggungjawaban pidana korporasi bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam sistem
hukum positif di indonesia

Strict liability merupakan pertanggungjawaban pidana korporasi yang dapat
semata-mata berdasarkan undang-undang, yaitu dalam hal korporasi tidak memenuhi
kewajiban/kondisi/situasi tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Pelanggaran
kewajiban/kondisi/situasi tertentu oleh korporasi ini dikenal dengan istilah “strict liability
offence”. Sedangkan doktrin/teori budaya korporasi (company culture theory), menurut
doktrin/teori ini, korporasi dapat dipertanggungjawabkan dilihat dari prosedur, sistem
bekerjanya, atau budayanya. Pertanggungjawaban jawaban pidana korporasi tidak lepas
dari dua subyek hukum pidana dalam kejahatan korporasi, yaitu orang sebagai pengurus
dan korporasi itu sendiri. Sehingga terkait dengan kedudukan korporasi dan sifat
pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan korporasi. Dalam membahas
masalah pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi juga dikenal
sistem pertanggungjawaban seseorang tanpa kesalahan pribadi, bertanggungjawab atas
tindakan orang lain yang mana diartikan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan salah
yang dilakukan oleh orang lain. Menurut pasal 20 UU No 20 tahun 2001 tentang
Perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sehingga akan
ditemukan dengan jelas tentang rumusan pertanggungjawaban pidana korporasi yang di
atur dalam undang-undang ini. Suatu tindak pidana korupsi dipandang telah dilakukan
oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang , yaitu: 1). yang
berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, 2). bertindak dalam lingkungan
korporasi, 3). baik sendiri maupun bersama-sama. Adapun pertanggujawaban pidana
korporasi bagi pelaku tindak pidana korupsi Yyang telah melanggar terhadap aturan yg
terdapat pada pasal 20 UU No 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001 adalah
"dipidana dengan pidana denda” dengan ketentuan maksimum ditambah 1/3 (sepertiga)
sebagai mana tertuang dalam pasal ini ayat ke-7. UU No 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No 20 Tahun 2001 melalui Pasal 20 ayat
(1) memungkinkan penjeratan pidana bagi korporasi sebagai pelaku. Ayat ini memang
membuka pilihan bagi penuntutan dan penjatuhan hukuman atas tindak pidana korupsi
yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Pertanggungjawaban, Korporasi, Pidana Korupsi



PENDAHULUAN

Dalam pertanggungjawaban korporasi, si pembuat sudah dapat dipidana jika ia
telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-
undang tanpa melihat lebih jauh sikapbatin dari si pelaku (korporasi) tersebut. Oleh
karena sangat sulit dalam mencari kesalahan pada korporasi, maka pemberlakuan
pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (liability without fault) sangat diperlukan
dalam pertanggungjawaban pidana korporasi.*

Kejahatan Korporasi; kejahatan yang dilakukan oleh para karyawan atau pekerja
terhadap korporasi, korporasi yang sengaja dibentuk dan dikendalikan untuk melakukan
kejahatan. Pada awalnya korporasi atau badan hukum (rechtpersoon) adalah subjek yang
hanya dikenal di dalam hukum perdata. Apa yang dinamakan badan hukum itu sebenarnya
adalah ciptaan hukum, yaitu dengan menunjuk kepada adanya suatu badan yang diberi
status sebagai subjek hukum, di samping subjek hukum yang berwujud manusia alamiah
(natuurlijk persoon). Dengan berjalannya waktu, pesatnya pertumbuhan ekonomi dunia
yang mengarah ke globalisasi dimana memberikan peluang yang besar akan tumbuhnya
perusahaan-perusahaan transnasional, maka peran dari korporasi makin sering Kkita
rasakan bahkan banyak mempengaruhi sektor-sektor kehidupan manusia. Dampak yang
kita rasakan menurut sifatnya ada dua yaitu dampak positf dan dampak negatif.untuk
yang berdampak positif, kita sependapat bahwa itu tidak menjadi masalah namun yang
berdampak negatif inilah yang saat ini sering kita rasakan.

Korporasi kehadirannya memang diperlukan.Mulai dari sebelum lahir hingga
berakhirnya kehidupan seorang manusia dibumi, setidaknya korporasi telah mengambil
adil dalam setiap fase tersebut. Kehadiran korporasi tidak bisa dipungkiri lagi. Usaha
mendorong pertumbuhan dan perkembangan korporasi ini sejalan dengan tuntutan dalam
memenuhi tahapan-tahapan pembangunan Yyakni dengan meletakan dasar-dasar
pembangunan industri dalam menyonsong era pembangunan jangka panjang.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di
samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana khusus,
seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur
maka tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan
menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap
keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini dan seminimal mungkin
penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat
dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga lambat laun akan membawa dampak
adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

PEMBAHASAN

Dalam membahas masalah pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak
pidana korupsi juga dikenal sistem pertanggungjawaban seseorang tanpa kesalahan
pribadi, bertanggungjawab atas tindakan orang lain yang mana diartikan
pertanggungjawaban hukum atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Secara
singkat sering diartikan “pertanggungjawaban pengganti”.

Dari pendapat tersebut di atas, maka dapat dijelaskan bahwa doktrin
vicariousliabilility, pertanggungjawaban pidana seseorang dapat dibebankan kepada
orang lain atas perbuatan dan kesalahan orang lain tersebut. Pertanggungjawaban seperti
ini hampir semua dapat kita temukan pada delik pelanggaran terhadap undang-undang,
dan maksud dari pembuat undang-undang tersebut (sebagaimana dapat kita baca dari
ketentuan di dalamnya) bahwa delik ini dapat dilakukan baik secara vicarious maupun

! Hamzah Hatrik, 1996, Asas Pertanggungjawaban Korporasi dai hokum Pidana Indonesia: Strict
Liablity dan Vicarious Liability, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hal. 110


http://id.wikipedia.org/wiki/Korporasi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perusahaan-perusahaan_transnasional&action=edit&redlink=1

secara langsung, atau dengan kata lain, tidak semua delik dapat dilakukan secara
vicarious. Menurut doktrin ini, majikan atau employer adalah penaggungjawab utama
dari perbuatan para buruh/karyawannya yang telah melakukan perbuatan itu dalam ruang
lingkup tugas/pekerjaannya.

Hukuman atau sanksi bagi korporasi yang telah melanggar terhadap aturan yg
terdapat pada pasal 20 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20
Tahun 2001 adalah "dipidana dengan pidana denda” dengan ketentuan maksimum
ditambah 1/3 (sepertiga) sebagai mana tertuang dalam pasal ini ayat ke-7.UU No 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo No 20 Tahun 2001melalui
Pasal 20 ayat (1) memungkinkan penjeratan pidana bagi korporasi sebagai pelaku. Ayat
ini memang membuka pilihan bagi penuntutan dan penjatuhan hukuman atas tindak
pidana korupsi yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi.

Apabila meninjau pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia
yang dianggap sebagai subyek hukum pidana hanyalah orang perseorangan dalam
konotasi biologis yang alami (naturlijkee person). Selain itu, KUHP juga masih menganut
asas “sociates delinquere non potest” dimana badan hukum atau korporasi dianggap tidak
dapat melakukan tindak pidana (walaupun diluar KUHP sudah mengatur tentang
pertanggungjawaban korporasi dan pertanggungjawaban komando)

Melihat rumusan pasal 1 ayat 1 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah memberikan
rumusan “korporasi” dan berbagai tindak pidana yang berkaitan dengan “korporasi” (baca
pasal 2 ayat 1) maka terhadap korporasi dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam praktek, terhadap terdakwa hanya disebutkan sebagai Direktur suatu
Korporasi. Namun tidak diterangkan, perbuatan terdakwa sebagai korporat yang
bertindak untuk dan atas nama korporasi mewakili korporasi. Ketidaktepatan
menempatkan dan mencampurkanadukkan antara pertanggungjawaban korporasi dan
pertanggungjawaban pribadi (naturlijkee person) mengakibatkan, didalam sistem hukum
menjadi rancu. Apakah kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan
pidana sebagai pribadi (naturlijkee person) atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh
korporasi.

KESIMPULAN

Dalam membahas masalah pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak
pidana korupsi juga dikenal sistem pertanggungjawaban seseorang tanpa kesalahan
pribadi, bertanggungjawab atas tindakan orang lain yang mana diartikan
pertanggungjawaban hukum atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain.
Menurut pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sehingga akan ditemukan
dengan jelas tentang rumusan pertanggungjawaban pidana korporasi yang di atur dalam
undang-undang ini. Suatu tindak pidana korupsi dipandang telah dilakukan oleh korporasi
apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang , yaitu: 1). yang berdasarkan
hubungan kerja maupun hubungan lain, 2). bertindak dalam lingkungan korporasi, 3).
baik sendiri maupun bersama-sama. Adapun pertanggujawaban pidana korporasi bagi
pelaku tindak pidana korupsi yang telah melanggar terhadap aturan yg terdapat pada
pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 adalah "dipidana dengan pidana denda” dengan ketentuan maksimum ditambah 1/3
(sepertiga) sebagai mana tertuang dalam pasal ini ayat ke-7. Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 melalui Pasal 20 ayat (1) memungkinkan penjeratan pidana bagi korporasi
sebagai pelaku. Ayat ini memang membuka pilihan bagi penuntutan dan penjatuhan
hukuman atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi.
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